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ABSTRAK 

 

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATIKA GUGATAN 

PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA 

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK 

PIDANA KORUPSI, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

Penelitian ini meneliti mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara 

sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. 

Gugatan perdata merupakan upaya lanjutan pasca melalui instrument pidana 

pengembalian kerugian keuangan Negara tidak sepenuhnya dapat mengembalikan 

kerugian keuangan Negara. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dalam sifat penelitian 

deksriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang 

mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan akibat dalam 

tindak pidana korupsi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa 

Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya 

lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian 

keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana 

tidak berhasil. Dalam pelaksaanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara 

terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan 

terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap asset yang disita dan telah dilakukan 

lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun 

harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan 

Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah 

optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen. 

Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk 

membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke 

ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika 

terpidana meninggal. 

 

Kata Kunci : Gugatan Perdata, Jaksa, Kerugian Negara, Korupsi 
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ABSTRACT 

 

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATICS OF CIVIL LAWSUIT 

BY THE STATE PROSECUTOR IN A EFFORT TO RETURN THE STATE 

FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION, Thesis: Post-Graduate Program, 

Sebelas Maret University, Surakarta. 

 

This research examines the civil lawsuit by the State Prosecutor as efforts to 

recover the financial losses due to the state of corruption. Civil lawsuit is an effort to 

further the post through the instrument of criminal indemnification of the State 

finances can not fully restore the State's financial losses. 

This research uses empirical approach in the nature of research in descriptive 

and prescriptive forms of research. Data collected by the research techniques to the 

field that the Prosecutor as the competent institutions filed a lawsuit to recover 

financial losses due to corruption. 

The results obtained from this research that a civil lawsuit by the State 

Prosecutor for the indemnification of the State finances the continued efforts after 

criminal instruments do not fully restore the financial loss to the State and to 

negotiate with the convict or his heirs convict unsuccessful. Inside of implementation 

of a civil lawsuit by the State Prosecutor constrained by an unknown presence of the 

convict and also treasures the convict, the convict had fallen into poverty, the assets 

seized and has conducted auctions but no interest by reason of the location is not 

strategic or prices are too high so as not be able to refund the State financial losses. 

The prosecutor's strategy for the return of the State financial loss is the optimization 

functions and duties of the Prosecutor in the field of investigation and intelligence. 

State Prosecutor appealed the convict or the heirs of the convict to pay a arrears 

compensation , search convict wealth to the heirs, able to block the assets wealth 

convict or heirs if a convicted person dies. 

 

Keywords: Civil Lawsuit, Prosecutor, State Losses, Corruption 

 

 

 

 

 

 

 

 


